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AGNI HASRINI YUSUF (B111 10 016), Pelaksanaan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 
Penyelesaian Gugatan Sederhana dibawah bimbingan Mustafa Bola dan 
Sri Susyanti Nur. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan PERMA 
No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana di 
Pengadilan Negeri Sinjai serta untuk mengetahui kendala-kendala yang 
terjadi selama pelaksanaannya. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sinjai. Tipe 
penelitian merupakan tipe penelitian normatif empiris. Teknik 
pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan yakni dengan 
membaca berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang terkait dengan 
penyelesaian gugatan sederhana, serta penelitian lapangan berupa 
wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Sinjai dan pihak 
Panitera yang berkaitan dengan kasus gugatan sederhana. 
Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  Pengadilan Negeri Sinjai 
telah berusaha memenuhi ketentuan tata cara penyelesaian gugatan 
sederhana yang telah dituliskan dalam Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 2 Tahun 2015, akan tetapi dalam penyelesaian perkara yang 
memiliki batas penyelesaian 25 (dua puluh lima) hari terjadi keterlambatan 
dalam pemberitahuan putusan kepada pihak tergugat sehingga upaya 
keberatan yang diajukan oleh pihak tergugat dalam prakteknya juga 
melewati ketentuan yang berlaku. Keterlambatan pemberitahuan 
merupakan hasil dari kendala domisili pihak tergugat. Pihak tergugat 
memiliki domisili lain sehingga pihak tergugat tidak mengetahui bahwa 
dirinya di gugat di Pengadilan Negeri Sinjai. Selain itu, belum luasnya 
informasi mengenai Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juga 
merupakan kendala lain yang ditemui dalam penyelesaian gugatan 
sederhana, karena penyelesaian yang berbeda dibandingkan gugatan 








AGNI HASRINI YUSUF (B111 10 016), Implementation of Supreme 
Court Regulation No. 2 of 2015 on Procedures for Completion of 
Small Claim Court  under the guidance of Mustafa Bola and Sri 
Susyanti Nur. 
This research aims to determine the implementation of PERMA No. 
2 Year 2015 on Procedures for settlement of the Small Claim Court  in 
Sinjai District Court and to know the constraints that occur during its 
implementation. 
This type of research is of empirical normative research. 
Techniques of collecting data was in the form of literature research by 
reading the literature and regulations related to the settlement of a small 
claim court, as well as field research in the form of direct interviews with 
the judges of the District Court of Sinjai and the clerks associated with the 
small claim court lawsuit. 
The result of the research shows that the Sinjai District Court has 
tried to comply with the provisions of the small claim court settlement 
procedure that has been written in Supreme Court Regulation No. 2 of 
2015, but in the settlement of cases which have a limit of completion of 25 
(twenty five) days there is a delay in the decision notification to The 
defendant so that the objections plea filed by the defendant in practice 
also pass the applicable provisions. The late notice is the result of the 
defendant's domicile constraints. The defendant has another domicile so 
that the defendant does not know that he being sued at the Sinjai District 
Court. Another obstacle is the lack of information on the Procedures for 
Settlement of small claim court, as there is differences compared 
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A. Latar Belakang 
Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri  tanpa 
bantuan dari manusia lain seperti yang dikatakan oleh filsuf Aristoteles, 
Zoon politicon. Hal ini merupakan  dasar interaksi manusia dalam 
pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kemudian interaksi manusia dalam 
masyarakat ini belum tentu selalu berakhir dengan damai dan kedua belah 
pihak terpenuhi kebutuhannya. Hal inilah yang disebut konflik. Konflik ini 
kemudian dapat  menjadi sengketa dan dibawa ke hadapan orang lain 
untuk dibantu penyelesaiannya. Salah satu bentuknya adalah sengketa 
perdata. 
Sengketa perdata terjadi ketika  hak salah satu pihak telah dikurangi 
atau dihilangkan sehingga pihak yang merasa dirugikan tersebut menuntut 
haknya melalui perantara lembaga peradilan atau lebih dikenal jalur 
litigasi. Hal ini tidak akan menjadi masalah ketika penyelesaiannya ringkas 
dengan biaya yang lebih sedikit daripada nilai materiil perkara yang 
disengketakan. Akan tetapi pada kenyataannya penyelesaian perkara 
terkadang memerlukan biaya yang banyak, sehingga dapat menghambat 
perkembangan finansial para pihak terkait.  
Proses penyelesaian perkara yang memerlukan biaya yang tidak 
sedikit juga biasanya memerlukan waktu yang lama. Tapi beberapa orang 
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lebih mementingkan memenangkan perkara daripada mempersoalkan 
besarnya biaya yang dikeluarkan selama proses acara berlangsung 
ataupun berapa lama waktu yang berjalan hingga sampai pada putusan. 
Adapula beberapa pihak yang sebenarnya sudah tidak ingin 
memperpanjang sengketa, tapi karena “gengsi” atau karena sudah 
“terlanjur” memilih untuk meneruskan proses litigasi. Hal ini tentunya tidak 
sejalan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang merupakan 
salah satu asas yang penting dalam proses litigasi. 
Ketika hukum melalui asas yang dimuat oleh Undang-Undang Pokok 
Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970) menetapkan bahwa 
peradilan di Indonesia dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya 
ringan, tetapi dalam kenyataannya asas the speedy administration of 
justice itu belum dapat terwujud. Kalau ingin mencari penyebabnya, 
ternyata tidak lagi berada di sektor hukum, tetapi kendalanya sudah 
terletak di sektor non-hukum seperti faktor ekonomi (antara lain fasilitas 
pranata peradilan yang masih sangat minim), faktor politik (antara lain 
belum ada kebijakan pemerintah untuk menambah anggaran bagi badan-
badan peradilan, seperti penambahan jumlah hakim agung maupun 
hakim-hakim lain), faktor budaya (antara lain masih mengerasnya “kultur 
prestise)” di kalangan warga masyarakat yang menjadi penyebab, 
sehingga pencari keadilan di pengadilan-pengadilan tak mau mengalah 
meskipun sebenarnya mengetahui pihaknya sebenarnya bersalah dan 
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sebagian besar demi “gengsi” masih melakukan banding dan kasasi di 
Mahkamah Agung Republik Indonesia.1 
 Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak 
berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang 
diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin 
baik. Cepat merujuk pada jalanya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya 
jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga 
penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada 
penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang 
suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak 
datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. 
Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya.  
Ditentukan biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang 
tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan 
untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.2  
Penyelesaian Sengketa yang timbul dalam dunia bisnis, merupakan 
masalah tersendiri, karena apabila para pelaku bisnis menghadapai 
sengketa tertentu, maka dia akan berhadapan dengan proses peradilan 
yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, 
sedangkan dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa yang dikehendaki 
adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah. Selain itu, penyelesaian 
                                                          
1 Achmad Ali & Wiwie Heryani, Menjelejahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, (Jakarta : Kencana 
Prenadamedia Group, 2012) hlm. 45 
2  Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. III ( Yogyakarta : Liberty, 1988) 
hlm. 23 
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sengketa dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak merusak 
hubungan bisnis selanjutnya dengan siapa dia pernah terlibat suatu 
sengketa. Hal ini tentu sulit ditemukan apabila pihak yang bersangkutan 
membawa sengketanya ke pengadilan, karena proses penyelesaian 
sengketa melalui pengadilan (litigasi), akan berakhir dengan kekalahan 
salah satu pihak dan kemenangan pihak lainnya. Di samping itu, secara 
umum dapat dikemukakan berbagai kritikan terhadap penyelesaian 
sengketa melalui pengadilan, yaitu karena3 : 
1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat; 
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang pada umumnya 
lambat atau disebut buang waktu lama diakibatkan oleh proses 
pemeriksaan yang sangat formalistik dan sangat teknis. Disamping itu, 
arus perkara yang semakin deras mengakibatkan pengadilan dibebani 
dengan beban yang terlampau banyak. 
2. Biaya perkara yang mahal; 
Biaya perkara dalam proses penyelesaian sengketa melalui 
pengadilan dirasakan sangat mahal, lebih-lebih jika dikaitkan dengan 
lamanya penyelesaian sengketa, karena semakin lama penyelesaian  
sengketa, semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Biaya ini 
akan semakin bertambah jika diperhitungkan biaya pengacara yang juga 
tidak sedikit. 
                                                          
3 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PT. Rajagrafindo 
Persada. 2004) hlm. 234 
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3. Pengadilan pada umumnya tidak responsif; 
Tidak responsive atau tidak tanggapnya pengadilan dalam membela 
dan melindungi kepentingan umum. Demikian pula pengadilan dianggap 
sering berlaku tidak adil, karena hanya memberi pelayanan dan 
kesempatan serta keleluasaan kepada “lembaga besar” atau “orang 
kaya”. Dengan demikian, timbul kritikan yang menyatakan bahwa “ 
hukum menindas orang miskin, tapi orang berduit mengatur hukum”. 
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah; 
Putusan pengadilan dianggap tidak menyelesaikan masalah, bahkan 
dianggap semakin memperumit masalah karena secara objektif putusan 
pengadilan tidak mampu memuaskan, serta tidak mampu memberikan 
kedamaian dan ketentraman kepada para pihak. 
5. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis. 
Para hakim dianggap mempunyai kemampuan terbatas, terutama 
dalam abad iptek dan globalisasi sekarang, karena pengetahuan yang 
dimiliki hanya di bidang hukum, sedangkan  di luar itu pengetahuannya 
bersifat umum, bahkan awam. Dengan demikian, sangat mustahil 
mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas 
berbagai bidang. 
Berdasarkan berbagai kekurangan penyelesaian sengketa melalui 
pengadilan itulah, sehingga dalam dunia bisnis, pihak yang bersengketa 
6 
dapat lebih memilih menyelesaikan sengketa yang dihadapi di luar 
pengadilan. 
Sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya 
ringan, merupakan salah satu asas dalam peradilan di Indonesia, 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Sistem 
penyelesaian yang demikian sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis, 
termasuk dalam penyelesaian sengketa konsumen. 
Secara teoretis, kebutuhan dunia bisnis tersebut telah diatur dalam 
perundangan-undangan, namun pelaksanaan yang tidak seperti 
diharapkan. Karena dalam proses peradilan masih ada proses lain yang 
secara langsung bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya 
ringan tersebut, yaitu tersedianya upaya hukum terhadap setiap putusan, 
baik yang merupakan upaya hukum biasa, maupun upaya hukum luar 
biasa. Tersedianya upaya hukum terhadap putusan, baik yang merupakan 
upaya hukum biasa, maupun upaya hukum luar biasa, tentu saja dengan 
sendirinya akan memperpanjang proses penyelesaian sengketa, sehingga 
penyelesaian sengketa akan memakan waktu  yang lama dan biaya yang 
mahal.  
Dapat dilihat secara langsung bahwa perlu ditemukan mekanisme 
penyelesaian perkara secara cepat  yang efektif  oleh lembaga peradilan. 
Gugatan sederhana merupakan salah satu persiapan yang dilakukan oleh 
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Mahkamah Agung sebagai bentuk antisipasi terjadinya sengketa di 
peradilan umum di Indonesia yang menyangkut perniagaan dengan 
mekanisme penyelesaian perkara yang dilakukan secara 
cepat,sederhana, dan biaya ringan.  
Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali pada ulang tahun MA ke-70 
mengungkapkan bahwa di era perdagangan bebas, Indonesia menjadi 
sorotan masyarakat ekonomi dunia karena tidak memiliki Small Claim 
Court. Karena itu, MA menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)  
Small Claim Court ini dalam upaya mewujudkan negara demokrasi 
modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari 
keadilan. PERMA ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian 
perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. 
Soalnya, selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan 
lamanya proses berperkara di pengadilan. Terbitnya PERMA ini juga 
salah satu cara mengurangi volume perkara di MA. Soalnya dalam tiga 
tahun terakhir MA menerima beban perkara sekitar 12 ribu hingga 13 ribu 
perkara per tahun. Hatta menjelaskan PERMA Gugatan Sederhana ini 
diadopsi dari sistem peradilan Small Claim Court yang salah satunya 
diterapkan di London, Inggris.4 
Penyelesaian perkara perdata selama ini tidak mengenal pembatasan 
perkara, sehingga terbitnya PERMA no. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
                                                          
4 Urgensi Terbitnya PERMA Small Claim Court dapat dilihat di 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-ismall-claim-
court-i. Diakses pada tanggal 13/04/2016 
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Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan hal baru yang memberikan 
batasan besar kecilnya suatu perkara yang didaftarkan ke pengadilan.  
Dalam acara “Sosialisasi dan Diskusi PERMA Gugatan Sederhana” 
yang digelar oleh PSHK, LeIP, dan Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah 
Agung bekerjasama dengan hukumonline dan didukung oleh AIPJ hari 
selasa 21 Juni 2016,  Hakim Agung Syamsul Maarif mengemukakan, 
bahwa mekanisme gugatan sederhana berlaku mandatory terhadap 
semua gugatan perdata dibawah Rp.200.000.000,00. Selain itu, saat 
proses pendaftaran perkara dilakukan semacam ‘seleksi’ apakah gugatan 
yang didaftarkan dapat diproses menggunakan mekanisme gugatan 
sederhana. Pertama kali, panitera akan memeriksa petitum gugatan 
apakah kerugian materiil tidak lebih dari Rp.200.000.000,00. Jika sesuai , 
panitera kemudian meregister perkara dan mengenakan biaya panjar 
terhadap penggugat. Langkah selanjutnya, hakim tunggal yang ditunjuk 
sebagai pemeriksa perkara kembali memeriksa dan menentukan apakah 
gugatan yang akan diperiksa dapat diselesaikan gugatan sederhana. Jika 
ternyata tidak sederhana dalam hal pembuktian, maka tidak bisa masuk 
gugatan sederhana walaupun gugatan materiil dibawah 
Rp.200.000.000,00. Selain itu, dalam pemeriksaan semacam ‘dismissal’ 
ini juga akan dilakukan ‘kroscek’ apakah gugatan tersebut pernah 
diselesaikan lewat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) apa 
belum. Sebab, jika ternyata telah menempuh upaya di BPSK, maka 
gugatan sederhana yang diajukan akan tidak dapat diterima atau Niet 
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Ontvankelijke Verklaard (N.O). Tujuannya, agar tidak terjadi kekacauan 
akibat ‘dualisme’ putusan dua lembaga yang berbeda. 5 
Pertimbangan dibuatnya peraturan ini demi menyelenggarakan 
proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tapi dalam 
penyelesaian perkara gugatan sederhana belum tentu proses peradilan 
berjalan sederhana, cepat, dan biaya ringan.  
Dijelaskan dalam wawancara antara hukumoline.com dan Kepala Biro 
Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur tanggal 13 
September 2016, jangka waktu proses penyelesaian perkara gugatan 
sederhana 2016 bervariasi tergantung bobot perkaranya. Misalnya 199 
perkara (67 %) diputus dalam waktu kurang dari 25 hari dan 30 persen 
diantaranya diputus dalam waktu kurang dari 10 hari. Tetapi ada sekitar 
97 perkara (33 persen) masih diselesaikan lebih dari 25 hari.6 
B.  Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2015 dalam 
penyelesaian perkara di pengadilan negeri sinjai ? 
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan PERMA No. 
2 Tahun 2015 dalam penyelesaian perkara di pengadilan negeri 
sinjai? 
                                                          
5 Meski Mandatory, Ada Seleksi Pendaftaran dalam Perkara gugatan Sederhana dapat dilihat di : 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt576a851f64808/meskimandatoryadaseleksipendaftarandalamperkara
gugatansederhana. diakses pada tanggal 15 Mei 2017  
6 Lima Pengadilan ini Terbanyak Tangani Gugatan Sederhana, dapat dilihat di: 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57d7d504a0587/lima-pengadilan-ini-terbanyak-
tangani-gugatan-sederhana diakses pada tanggal 17 Desember 2016 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan 
yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:   
1. Untuk mengetahui pelaksanaan PERMA No.2 Tahun 2015 di 
pengadilan negeri sinjai. 
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam 
pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2015 di pengadilan negeri sinjai. 
Dengan obyek penelitian mengenai pelaksanaan Peraturan 
Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Gugatan Sederhana di pengadilan negeri sinjai diharapkan hasil penelitian 
memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Sarana memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu 
hukum dan menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa atau 
akademisi yang ingin mendalami hukum acara yang berkaitan 
dengan perkara gugatan sederhana dan menjadi bahan 
perbandingan bagi penelitian serupa. 
2. Hasil Penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 
Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri dalam mengembangkan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 untuk 






A. Pengertian dan Bentuk Gugatan Perdata 
Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya 
dilanggar disebut penggugat, sedang bagi orang yang dipanggil kemuka 
pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa 
orang, disebut tergugat.  
1.  Pengertian Gugatan Perdata 
Menurut Sudikno Mertokusumo, “Gugatan atau Tuntutan Hak 
adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang 
diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting” atau tindakan 
main hakim sendiri.”7   
Disamping perkara gugatan, dimana terdapat pihak penggugat dan 
pihak tergugat, ada perkara-perkara yang disebut pemohonan, yang 
diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Dalam 
perkara yang disebut sebagai permohonan, tidak ada sengketa.8  
Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata 
yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon 
                                                          
7 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty,  1988, hal 33.  
8 Ny. Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata,Hukum Acara Perdata dalam Teori dan 
Praktek , hlm. 10 
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atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas 
permohonan atau gugatan voluntair : 
a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the 
benefit of one party only) 
1) benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon 
tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan 
kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan 
untuk melakukan tindakan tertentu; 
2) dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan 
pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang 
lain. 
b. Pemasalahan yang dimohon penyesuaian kepada PN, pada 
prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without dispute or 
differences with another party). 
Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan 
tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun 
penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak 
ketiga. 
c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, 
tetapi bersifat ex-parte. 
Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. 
Pemohonan kepentingan sepihak (on behalf of one party) atau yang 
13 
terlibat dalam permasalahan hukum (involving only one party to a legal 
matter) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.9  
Contoh bentuk gugatan permohonan atau gugatan voluntair adalah 
permohonan pengangkatan anak, wali, pengampu, atau permohonan 
perbaikan akta catatan sipil.   
Sehingga dapat disimpulkan gugatan voluntair atau permohonan 
hanya ada satu pihak saja, tidak mengandung sengketa, hasil akhirnya 
adalah penetapan hakim dan penetapan tersebut bersifat administratif. 
 Gugatan Voluntair berbeda dengan gugatan Contentiosa. Dalam 
gugatan contentiosa permasalahan yang diajukan dan diminta untuk 
diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan 
diantara para pihak (between contending parties). Gugatan contentiosa 
inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik.  
Dalam gugatan perdata atau gugatan contentiosa, yang 
mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai  
penggugat (plaintif=planctus, the party who institutes a legal action or 
claim). Sedangkan yang ditarik sebgai pihak lawan dalam penyelesaian, 
disebut dan berkedudukan sebagai tergugat (defendant, the party against 
whom a civil action is brought). Ciri khas yang melekat pada gugatan 
perdata adalah : 
                                                          
9 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 29 
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a. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung 
sengketa (dispute, differences), 
b. Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua 
pihak, 
c. Berarti , gugatan perdata bersifat partai  (party), dengan komposisi, 
pihak yang yang lain berkedudukan sebagai tergugat.10  
Gugatan Contentiosa merupakan gugatan  dengan minimal ada dua 
pihak yang berkepentingan, mengandung sengketa, hasil akhirnya adalah 
putusan yang bersifat penghukuman atau condemnatoir. 
Dari uaraian diatas dapat disimpulkan bahwa, gugatan adalah 
penyampaian kehendak dari pihak yang berkepentingan ditujukan kepada 
pihak tertentu melalui perantara lembaga peradilan untuk memperoleh 
perlindungan atau kepastian hak. 
2. Bentuk Gugatan Perdata  
Dalam praktiknya gugatan perdata  dapat dibedakan dalam dua 
bentuk, yaitu : 
a. Gugatan berbentuk tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 
ayat (1) HIR, yang menegaskan: ”Gugatan perdata yang pada 
tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus 
dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh 
penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua 
                                                          
10 M. Yahya Harahap, Ibid, hal. 29 
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pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam 
atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. 
b. Gugatan  berbentuk lisan, sebagaimana diatur dalam  Pasal 120 
HIR, yang menegaskan: “Bilamana penggugat buta huruf, maka 
surat gugatnya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada 
ketua pengadilan negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh 
mencatatnya”.  
B.  Sejarah dan Pengertian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) 
1. Sejarah Gugatan Sederhana (Small Claim Court) 
Dalam jurnal Justice Anthony Ross QC tentang Small Claim Court, 
Sejarah Small Claim Court dapat ditelusuri sampai pada tahun 1960. 
“The History of the Movement to establish Small Claim Court dates 
back to early 1960’s when the Justice of the Peace courts were 
increasingly being seen as obsolete.”  
Sejarah pergerakan pembentukan Small Claim Court dapat 
ditelusuri sampai pada tahun 1960 ketika Justice of Peace (Pegawai yang 
berfungsi seperti Hakim dengan kewenangan yang terbatas untuk 
mendengarkan perkara perdata, menjaga perdamaian, melakukan 
tindakan yudisial, mendengar keluhan pidana ringan dan menindak 
pelanggar hukum)11  lembaga Peradilan dilihat semakin ketinggalan 
jaman.  
                                                          
11  Defnisi Justice of Peace dapat dilihat di http://legaldictionary. 
thefreedictionary.com/Justice+of+Peace diakses tggl 06/12/2016 
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“The idea was to create a court system which would allow people to 
represent themselves. The concept was that of simple, informal, 
lawyer less court where ordinary people could settle their affairs 
amicably, without expense, delay, technicality or contentiousness, 
assisted by unified law and simplified procedure that opened the 
practice of law to the lay man.” 12 
 
(Gagasannya adalah untuk menciptakan sebuah sistem peradilan 
yang memungkinkan orang untuk merepresentasikan diri mereka sendiri. 
Dengan konsep yang sederhana, informal, peradilan tanpa pengacara, 
dimana orang-orang biasa dapat menyelesaikan perkara mereka dengan 
damai, tanpa biaya, tanpa penundaan, secara teknis dan teliti, dibantu 
dengan peraturan yang terpadu dan prosedur yang disederhanakan yang 
memudahkan penerapannya bagi orang awam).  
Dalam HIR/RIB pun telah diatur tersendiri tentang pemeriksaan 
perkara secara singkat (sumir), yaitu: pada bab kesebelas Pasal 334 
sampai Pasal 337.  
Secara umum Small Claim Court dipergunakan untuk menyebut 
sebuah lembaga penyelesaian perkara perdata (civil claims) berskala kecil 
dengan cara sederhana, tidak formal, cepat, dan biaya murah. Small 
Claim Court pada umumnya terdapat di negara-negara yang memiliki latar 
belakang tradisi hukum common law. Di berbagai negara, perkara-perkara 
konsumen merupakan perkara yang diselesaikan oleh lembaga yang 
disebut sebagai Small Claim Court atau Small Claim Tribunal. Perbedaan 
                                                          
12 Anthony Ross, Background on Small Claim Court, dapat dilihat di 
http://www.eccourts.org/static/jei_doc/2007/magistrate_con/Background_on_SmallClaimCourtbyJus
ticeAnthonyRoss.pdf, diakses pada tanggal 08/04/2016 
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mendasar antara “court” dengan “tribunal” adalah court bersifat tetap 
sedangkan tribunal lebih bersifat ad hoc. Hal itu  tampak misalnya, dalam 
hal kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan 
atau dengan kata lain yang bertindak sebagai hakim pada Small Claim 
Court benar-benar dijalankan oleh seorang hakim (presiding judge) pada 
court tersebut, sehingga putusannya pun sering kali disebut dengan istilah 
“judgement”  
Pada Small Claim Tribunal yang bertindak sebagai hakim adalah 
seorang Barrister atau solicitor sebagai “referee”.  Anggota tribunal yang 
memimpin jalannya persidangan disebut dengan istilah “president” 
sebagai konsekuensinya, putusannya hanya disebut dengan istilah 
“decision” atau “settlement” atau “award”. Sekalipun demikian sebagai 
lembaga yang menjalankan fungsi pengadilan, baik Small Claim Court 
maupun Small Claim Tribunal memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang 
sama, antara lain13 : 
1.  Pada umumnya merupakan bagian dari sistem peradilan atau     
peradilan khusus di luar sistem peradilan yang bersifat 
independen. 
2.  Terdapat batasan mengenai kasus apa saja yang dapat diajukan 
atau tidak dapat diajukan pada Small Claim Court maupun Small 
Claim Tribunal 
                                                          
13 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara 
Serta Kendala Implementasinya, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008) hlm. 86 
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3.  Terdapat batasan nilai gugatan. Pada umumnya yang dapat 
diajukan adalah sengketa yang nilai gugatannya kecil. 
4.   Biaya perkara yang lebih rendah dibandingkan biaya perkara yang 
diajukan pada pengadilan. Bahkan dibeberapa negara dibebaskan 
dari biaya perkara. 
5.   Prosedur yang sederhana dan lebih bersifat informal sehingga 
para pihak yang awam hukum pun dapat mengajukan sendiri. 
6.   Proses pemeriksaannya berlangsung cepat, sederhana, dan biaya  
ringan tersebut, maka para pihak yang berperkara tidak 
memerlukan bantuan seorang advokat/penasihat hukum. 
7. Alternatif penyelesaian sengketa lebih terbuka, dalam arti tidak 
selalu bergantung pada pertimbangan hakim  berdasarkan hukum 
(formal) yang berlaku, namun dimungkinkan sebuah putusan yang 
didasarkan pada tawar-menawar para pihak yang yang difasilitasi 
hakim. 
8. Pada umumnya Small Claim Court maupun Small Claim Tribunal, 
memeriksa, mengadili, dan memutus tuntutan yang berupa uang 
ganti kerugian yang bersifat material, sekalipun dumungkinkan pula 




2.  Pengertian  Gugatan Sederhana  
Gugatan Sederhana (Small Claim Court) adalah sebuah mekanisme 
penyelesaian perkara secara cepat sehingga yang diperiksa dalam Small 
Claim Court tentunya adalah perkara-perkara yang sederhana. Dalam 
Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 tahun 2015 disebutkan Penyelesaian 
Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di 
persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil 
paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan 
pembuktiannya sederhana.14  
Dapat disimpulkan Gugatan Sederhana adalah mekanisme 
penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dimana pihak penggugat 
dan tergugat berada dalam yurisdiksi hukum yang sama dengan nilai 
materiil sengketa tidak lebih dari Rp.200.000.000,00 yang diselesaikan 
dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. 
 C. Ketentuan Umum dan Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana 
1. Ketentuan Umum  tentang Gugatan Sederhana 
Menurut Pasal 2 PERMA No.2 Tahun 2015, Gugatan sederhana 
diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum.  
Dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Gugatan Sederhana Pasal 3 Ayat (1) “Gugatan sederhana diajukan 
                                                          
14 Wasis Priyanto, Pemeriksaan Gugatan Sedteerhana (Small Claim Court) dapat dilihat di 
http://pn-sukadana.go.id/webnew/upload/SMALL_CLAIM_COURT_di_Indonesia.pdf. Diakses pada 
12/04/2016 
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terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan 
nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah)” , dan Pasal 3 ayat (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana 
adalah : a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui 
pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-
undangan; atau b. sengketa hak atas tanah , menegaskan bahwa  ruang 
lingkup permasalahan gugatan sederhana berbentuk gugatan contentiosa.  
Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan 
tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki 
kepentingan hukum yang sama. Hal ini di cantumkan dalam Pasal 4 ayat 
(1), berdasarkan Pasal ini penulis menganggap bahwa PERMA NO. 2 
Tahun 2015 juga memungkinkan bagi para pihak untuk melakukan 
penggabungan gugatan.  
Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak 
dapat diajukan gugatan sederhana, sehingga penggugat dan tergugat 
harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Penggugat dan 
tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan 




                                                          
15 Ketentuan Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2015 
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2.  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana 
Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk 
oleh Ketua Pengadilan. Tahapan penyelesaian Gugatan sederhana 
meliputi: 
a. Pendaftaran; 
b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; 
c. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti; 
d. Pemeriksaan pendahuluan; 
e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; 
f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian; 
g. Pembuktian; dan 
h. Putusan. 
Hal yang diutamakan dalam PERMA ini adalah  penyelesaian 
gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang 
pertama.16  
Tahap pemeriksaan, penggugat mendaftarkan gugatannya di 
kepaniteraan pengadilan. Penggugat dapat mendaftarkan gugatan dengan 
mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Blanko  gugatan 
berisi keterangan mengenai:  
a. Identitas penggugat dan tergugat; 
b. Penjelasan  ringkas duduk perkara; dan 
                                                          
16 Ketentuan Pasal 5 PERMA No. 2 Tahun 2015 
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c. Tuntutan penggugat. 
Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi 
pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.17 
Tahap berikutnya adalah penyelesaian kelengkapan gugatan 
sederhana. Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan 
sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini. 
Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kemudian, pendaftaran gugatan 
sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana. 18 
Setelah itu, Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara. 
Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara. Penggugat yang tidak 
mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau 
prodeo.19 
Tahap selanjutnya adalah Penetapan Hakim dan Penunjukan 
Panitera Pengganti. Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk 
memeriksa gugatan sederhana. Panitera menunjuk panitera pengganti 
untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. 20 
                                                          
17 Ketentuan Pasal 6 PERMA no. 2 Tahun 2015 
18 Ketentuan Pasal 7 PERMA No. 2 Tahun 2015 
19 Ketentuan Pasal 8 PERMA No. 2 Tahun 2015 
20 Ketentuan Pasal 9 PERMA No. 2 Tahun 2015 
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 Keseluruhan proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan 
Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 
(dua) hari.21 
Pada Pemeriksaan Pendahuluan, Hakim memeriksa materi 
gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini. Hakim menilai sederhana 
atau tidaknya pembuktian. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim 
berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, 
maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan 
bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan 
memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. 
Terhadap penetapan yang dimaksud diatas, tidak dapat dilakukan upaya 
hukum apapun. 22 
Jika  Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat 
adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang 
pertama.23  
Pada Pasal 13, dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang 
pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Jika 
Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan 
kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, 
maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir. Terhadap 
                                                          
21 Ketentuan Pasal 10 PERMA No. 2 Tahun 2015 
22 Ketentuan Pasal 11 PERMA No.2 Tahun 2015 
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putusan dimana tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, kemudian 
Hakim memutus perkara tersebut, tergugat dapat mengajukan 
keberatan.24  
Menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif 
dalam melakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana 
secara berimbang kepada para pihak; 
b. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk 
menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian 
di luar persidangan; 
c. Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan 
d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. 
Peran aktif sebagaimana disebutkan diatas harus dilakukan dalam 
persidangan yang dihadiri oleh para pihak.25 
 Pemeriksaan sidang dan Perdamaian, pada hari sidang pertama 
Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas 
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 2 
Tahun 2015. Upaya perdamaian dalam perma ini mengecualikan 
ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai 
prosedur mediasi. Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat 
Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap Putusan 
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Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Dalam hal 
tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak 
dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian 
tersebut.26  
 Jika perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka 
persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban 
tergugat. 27 
Proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan 
tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau 
kesimpulan.28  
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan yang berkaitan dengan 
kebijakan maupun teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 
Badan Peradilan Umum atau Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 
Mahkamah Agung RI. 29 
 Proses pembuktian gugatan yang diakui/atau tidak dibantah, tidak 
perlu dilakukan pembuktian. Terhadap gugatan yang dibantah, hakim 
melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang 
berlaku. 30 
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 Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. 
Hakim wajib memberitahukan hak para phak untuk mengajukan 
keberatan. 31 
Putusan terdiri dari: 
a. Kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; 
b. Identitas para pihak; 
c. Uraian singkat mengenai duduk perkara; 
d. Pertimbangan hukum; dan 
e. Amar putusan. 
Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan 
putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Atas 
permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) 
hari setelah putusan diucapkan. Panitera pengganti mencatat jalannya 
persidangan dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh 
Hakim dan panitera pengganti.32 
3. Upaya Hukum dalam Perkara Gugatan Sederhana 
Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan. 
Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani 
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akta pernyataan keberatan dihadapan panitera disertai alasan-
alasannya.33 
Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan 
keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko 
permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Permohonan 
keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan 
penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.34  
Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas 
permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Kontra 
memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan 
mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan. 35 
Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan 
kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak 
permohonan diterima oleh pengadilan. Kontra memori keberatan 
disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah 
pemberitahuan keberatan.36  
Pada proses pemeriksaan keberatan, Ketua Pengadilan 
menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan 
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keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan 
lengkap. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Hakim senior yang 
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.37  
Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan 
pemeriksaan keberatan. Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas 
dasar :  
a. Putusan dan berkas gugatan sederhana; 
b. Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan  
c. Kontra memori keberatan. 
Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. 38 
 Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 
7 hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.39 Ketentuan mengenai isi 
putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) PERMA No. 2 
Tahun 2015 berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi putusan 
keberatan.40 Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para 
phak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan. Putusan keberatan 
berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya 
pemberitahuan.41 Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak 
tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.42 
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Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak 
diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) 
PERMA No. 2 Tahun 2015, maka putusan berkekuatan hukum tetap. 
Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara 
sukarela. Dalam hal ketentuan diatas tidak dipatuhi, maka putusan 













                                                          




A. Lokasi Penelitian  
 Penelitian ini dilakukan oleh penulis di kota Sinjai. Pengumpulan 
data dan informasi yang berkaitan akan dilaksanakan di Pengadilan 
Negeri Sinjai dengan pertimbangan bahwa perkara gugatan sederhana 
dilaksanakan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai. 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 
wawancara dengan narasumber dan pihak-pihak terkait dengan 
penelitian ini, yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai. 
2. Data Sekunder,data atau bahan hukum yang terbagi menjadi  
a) Bahan hukum primer berupa Peraturan Mahkamah Agung 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Gugatan Sederhana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman ,Putusan Nomor 
01/Pdt.G/2016/Pn Snj dan Putusan Nomor 
02/Pdt.G/2016/PN Snj.  
b) Bahan hukum sekunder berupa Jurnal Hukum dan artikel-
artikel terkait dengan penelitian. 
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C.  Teknik Pengumpulan Data 
 1.  Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilaksanakan dengan pengumpulan bahan hukum dan  
landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, dan artikel-
artikel.  
2.  Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan  
melakukan wawancara terhadap satu hakim dan tiga panitera yang 
menangani secara langsung perkara gugatan sederhana. 
D.  Analisis Data 
 Data primer maupun data sekunder  yang diperoleh dan 
dikumpulkan dianalisa secara kualitatif, kemudian akan dibahas secara 
deskriptif dengan menguraikan permasalahan serta penyelesaian yang 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri 
Sinjai 
  Tata cara penyelesaian gugatan sederhana merupakan proses 
penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori hukum acara perdata. 
Hal ini ditegaskan dalam poin b konsideran PERMA No. 2 Tahun 2015, 
yaitu : ”bahwa perkembangan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan 
lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa 
yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama di dalam hukum 
yang bersifat sederhana”. Sehingga penyelesaian perkara gugatan 
sederhana menggunakan  asas-asas hukum acara perdata. Hukum acara 
perdata di Indonesia memiliki asas-asas yang merupakan landasan bagi 
para pihak yang berkepentingan untuk beracara dan merupakan dasar 
dari terbentuknya undang-undang dan peraturan-peraturan khusus yang 
mengatur jalannya proses persidangan. Berikut adalah asas-asas hukum 
acara perdata, berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman : 
1. Sifat terbukanya pengadilan 
 Sifat terbukanya pengadilan ditegaskan dalam Pasal 13 dalam Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila 
putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk 
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umum, maka putusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan 
hukum, sehingga batal demi hukum. 
2. Mendengar kedua belah pihak 
 Kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, hal ini ditegaskan 
dalam Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman 
yang menuliskan pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak 
membeda-bedakan orang. 
3. Putusan harus disertai alasan-alasan 
 Putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga 
memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 
mengadili hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
4. Beracara dikenakan biaya 
 Pada dasarnya proses beracara tentu saja memerlukan biaya. Biaya 
tersebut berupa : biaya kepaniteraan, biaya pemanggilan, biaya 
pemberitahuan para pihak  dan biaya materai. Apabila, ada pihak yang 
berkepentingan tidak mampu maka negara menanggung biaya 
perkaranya. Hak ini dijamin dalam Pasal 56 UU No. 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman 
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5. Bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman 
  Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pengadilan harus bebas 
dari campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. Hal ini 
ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
6. Badan peradilan negara 
 Pelaku kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung seperti 
yang dituliskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. yang kemudian diserahkan kepada badan 
peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dalam 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang ditegaskan dalam Pasal 
2 UU No. 48 Tahun 2009. 
7. Asas Obyektifitas 
 Hakim harus memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim 
harus obyektif dan tidak memihak. Pihak yang berkepentingan dapat 
mengajukan hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, 
termasuk ketua majelis, hakim anggota dan panitera jika dinilai memilki 
hubungan sedarah atau semenda terhadap para pihak yang berperkara. 
Hak ingkar ini terdapat pada Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009. 
8.  Lingkup peradilan 
  Umumnya dikenal pembagian lingkup peradilan, yaitu peradilan 
khusus dan peradilan umum. Pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009 
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menegaskan pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam satu 
lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 
9. Demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa 
  Hakim dalam memutus perkara bukan hanya bertanggung jawab 
terhadap masyarakat dan kedua belah pihak tapi jugaterhadap Tuhan 
Yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.48 
Tahun 2009. 
10. Susunan persidangan majelis 
 Dalam UU no. 48 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (1) menuliskan bahwa 
pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan 
majeli sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang 
menentukan lain. Tetapi dalam praktiknya peradilan perdata bisa 
menerapkan pemeriksaan dan pemutusan perkara oleh hakim tunggal. 
Hal ini biasanya untuk mempercepat proses penyelesaian perkara 
walaupun tidak memuaskan. 
11.  Azas Sederhana, cepat, dan biaya ringan.  
  Maksud dari sederhana dalah proses beracaranya harus jelas, 
mudah dipahami dan tidak berbelit-belit sehingga memperkecil 
kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda. Cepatnya proses 
beracara meningkatkan kewibawaan pengadilan dan kepercayaan 
masyarakat. Kemudian proses bercara yang sederhana dan cepat tentu 
36 
saja mengurangi biaya yang timbul dari proses penyelesaian perkara yang 
berkepanjangan sehinggga biaya yang ditanggung para pihak akan lebih 
ringan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman. 
  Adapun asas-asas hukum acara perdata yang dikemukakan oleh 
Sudikno Mertokusumo dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, 
antara lain sebagai berikut: 
1. Hakim bersifat menunggu 
 Maksud dari asas ini adalah suatu perkara apakah akan diproses 
penyelesaiannya oleh pengadilan sepenuhnya tergantung dari keinginan 
pihak yang berkepentingan, sedangkan Hakim menunggu gugatan 
diajukan kepadanya. 
2. Hakim bersifat pasif 
 Para pihak yang berperkara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang 
telah diajukannya ke Pengadilan dan Hakim tidak dapat menghalangi 
kehendak para pihak yang berkepentingan. Selain itu, Hakim hanya 
mengadili, memeriksa, dan memutus apa yang digugat/dituntut. 
3. Tidak ada keharusan mewakilkan 
 Dengan memeriksa secara langsung para pihak yang berkepentingan, 
Hakim dapat mengetahui dengan lebih jelas duduk perkaranya. 
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4. Pemeriksaan dalam dua tingkat 
  Untuk mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam memutus 
perkara diadakan pemeriksaan perkara dalam dua tingkat, yaitu 
pemeriksaan dalam tingkat pertama dan pemeriksaan tingkat banding 
yang mengulang pemeriksaan perkara yang telah diputus dalam 
pengadilan tingkat pertama. Pemeriksaan tingkat banding dilakukan ketika 
salah satu pihak yang berkepentingan tidak merasa puas dengan putusan 
dari peradilan tingkat pertama 
  Tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang tercantum dalam 
PERMA No. 2 Tahun 2015 memiliki beberapa  perbedaan dengan proses 
penyelesaian perkara perdata biasa, yang dimana dalam penyelesaian 
perkara perdata biasa telah diuraikan diatas. Perbedaan tersebut , yaitu: 
1. Pembatasan Perkara yang bisa diselesaikan menggunakan tata 
cara gugatan sederhana. 
 Selama ini dalam hukum acara perdata, tidak dikenal pembatasan 
perkara. Pasal 10 ayat (1) UU no. 48 Tahun 2009 menegaskan 
Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada,atau 
kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 
Sehingga dapat disimpulkan dalam hukum acara perdata, pengadilan 
harus memeriksa dan mengadili sengketa perdata yang diajukan oleh 
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pihak yang berkepentingan. Tetapi dalam tata cara gugatan sederhana 
ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perkara agar proses 
penyelesaiannnya menggunakan tata cara yang sederhana yaitu : 
perkaranya berupa perkara wanprestasi dan/atau perbuatan melawan 
hukum yang penyelesaiannya bukan melalui pengadilan khusus, bukan 
sengketa hak atas tanah, dan nilai materiil gugatan tidak lebih dari Rp. 
200.000.000,00 (dua ratus juta). Selama ini dalam perkara perdata tidak 
memiliki pembatasan berapa nilai materiil yang dapat di tuntut lewat 
perantara pengadilan. Syarat berikutnya perkara yang diselesaikan 
melalui pengadilan khusus tidak dapat diajukan ke pengadilan agar 
penyelesaiannya dilakukan dengan prosedur gugatan sederhana. Apabila 
suatu perkara pernah diselesaikan melalui pengadilan khusus, maka 
perkara tersebut dapat dicoret dari register perkara gugatan sederhana. 
Kemudian syarat yang berikutnya adalah prosedur gugatan sederhana 
tidak dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah. 
2. Pemeriksaan perkara gugatan sederhana dilakukan hanya 
dalam pemeriksaaan tingkat pertama 
 Pemeriksaan tingkat kedua suatu perkara perdata dilakukan apabila 
salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan pengadilan di tingkat 
pertama, sehingga pihak tersebut mengajukan banding. Dalam Gugatan 
sederhana, pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan dilakukan di 
peradilan tingkat pertama. Upaya hukum untuk putusan gugatan 
39 
sederhana, yaitu upaya hukum keberatan juga diperiksa dan diputus 
dalam peradilan tingkat pertama. 
3. Proses perkara gugatan sederhana di periksa dan diputus oleh 
Hakim Tunggal 
 Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang  
ketentuan umum tata cara penyelesaian gugatan sederhana hakim yang 
memeriksa dan memutus adalah hakim tunggal. Akan tetapi, jika dalam 
proses penyelesaian gugatan sederhana salah satu pihak mengajukan 
upaya hukum keberatan, maka pemeriksaan dan pemutusan upaya 
keberatan perkara gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Majelis 
Hakim yang ditegaskan dalam Pasal 25 PERMA No. 2 Tahun 2015. 
4. Dalam perkara gugatan sederhana Hakim bersifat aktif. 
 Peran aktif Hakim dalam proses perkara gugatan sederhana adalah 
memberikan penjelasan mngenai acara gugatan sederhana secara 
berimbang kepada kedua belah pihak, mengupayakan penyelesaian 
perkara secara damai bahkan mendorong para pihak untuk melakukan 
perdamaian di luar persidangan, menuntun para pihak dalam pembuktian 
dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak. Lain 
halnya dalam hukum acara perdata biasa, hakim lebih bersifat pasif, yang 
dimana Hakim hanya memeriksa dan  memutus perkara tidak melebihi 
dari apa yang dituntut sehingga proses penyelesaian dilakukan atas dasar 
inisiatif para pihak.  
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  Adapun secara rinci akan dijelaskan perbedaan tata cara 
penyelesaian perkara gugatan sederhana dan penyelesaian perkara 
perdata biasa. Pertama, batas penyelesaian perkara dalam acara perdata 
biasa, penyelesaian perkara perdata harus selesai dalam kurun waktu 6 
bulan. Hal ini dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 
Tahun 1992, sedangkan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 
membatasi perkara gugatan sederhana diselesaikan dalam kurun waktu 
25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama. Kedua, terletak pada 
syarat domisili para pihak yang berkepentingan, dalam perkara perdata 
biasa, perbedaan domisili antara para pihak yang berkepentingan dapat 
mempengaruhi kewenangan mengadili suatu pengadilan. Domisili para 
pihak yang berada dalam wilayah hukum yang sama inilah yang 
ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang 
Tata cara penyelesaian gugatan sederhana.  Jika para pihak berdomisili di 
dua wilayah hukum yang berbeda, maka penyelesaian perkara 
menggunakan delegasi. Hal ini tentu saja menjadikan proses 
penyelesaian perkara lebih lambat jika dibandingkan dengan kedua belah 
pihak  berdomisili dalam wilayah hukum yang sama.  .  Berikut adalah 
tabel yang menjelaskan perbedaan antara tata cara penyelesaian perkara 





Perbedaan antara Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan 
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perdata Biasa 
NO.  Gugatan Sederhana  Gugatan Perdata  
1.  
Penyelesaian Perkara  paling 
lama 25 (dua puluh lima) hari 
sejak hari sidang pertama  
Tidak ada jangka waktu pasti 
dalam proses penyelesaian  
perkara perdata biasa  Selama 
tidak melebihi dari 6 (enam) 
bulan sesuai dengan SEMA 
No. 6 Tahun 1992 
2.  
Gugatan  Sederhana harus 
melalui proses pemeriksaan 
syarat  pendaftaran gugatan 
sederhana  
Tidak ada syarat pembatasan 
perkara dalam mengajukan 
gugatan perdata  
3.  Hakim Tunggal  Hakim Majelis  
4.  Upaya Hukum:  Keberatan  
Upaya Hukum Biasa: 
Perlawanan, Banding, Kasasi, 
Upaya Hukum Luar Biasa : 
Peninjauan Kembali  
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  PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan 
sederhana  diharapkan dapat memberikan apa yang selama ini ingin 
dicapai oleh para pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara di 
pengadilan, yaitu tercapainya tujuan hukum yang mencakupi keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukum. Pengadilan merupakan lembaga 
untuk menegakkan tujuan hukum dengan peraturan perundang-undangan 
sebagai instrumennya. Tetapi, dalam pelaksanaanya peraturan 
perundang-undangan belum tentu mencapai tujuan hukum yang ingin 
dicapai oleh para pencari keadilan.  
Pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2015  dapat dilihat pada putusan 
dengan Nomor register perkara 01/Pdt.G/2016/PN Snj yang termasuk 
dalam gugatan sederhana, dalam hal ini antara pihak : 
1. Penggugat  
Nama: Syamsul Rijal Nawir 
Tempat Tinggal : Jl. Nenas No. 7 Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai 
Utara Kab. Sinjai 
2. Tergugat 
Nama: Koperasi Simpan Pinjam Dana Tama (dahulu bernama 
KSP Multi Dana Mandiri) dalam hal ini diwakili oleh Adi Amin 
S.Kom. 
Tempat Tinggal : Jl. Bulu Patukku No. 7 Kel. Bongki, Kec Sinjai 
Utara Kab. Sinjai. 
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 Syamsul Rijal Nawir menggugat KSP Dana Tama yang diwakili oleh 
Adi Amin S.Kom telah melakukan wanprestasi. Dalam perkara ini 
penggugat yang merupakan nasabah dan karyawan dari KSP Dana Tama 
telah menyetor dana secara berkala hingga mencapai Rp. 65.000.000,00 
ke KSP Dana Tama sebagai simpanan berjangka dengan bunga 2 persen 
setiap bulannya. Pada mulanya usaha koperasi berjalan dengan baik, 
namun tergugat selaku direktur utama telah mempergunakan dana 
simpanan berjangka milik nasabah in casu penggugat untuk kepentingan 
pribadi dan kepentingan isterinya/keluarganya maka Koperasi Dana Tama 
mengalami kesulitan keuangan untuk membayar keuntungan kepada 
Penggugat sesuai kesepakatan nasabah/penggugat setiap bulannya. 
Akibat uang simpanan berjangka milik penggugat yang digunakan secara 
tidak wajar dan melanggar kesepakatan karena digunakan untuk 
kepentingan pribadi Tuan Adi Amin S.Kom., selaku tergugat, maka 
koperasi mengalami kerugian besar yang  berakibat pada tergugat tidak 
bisa membayar kesepakatan keuntungan 24 persen per tahun kepada 
nasabah/penggugat, bahkan tergugat tidak dapat lagi mengembalikan 
simpanan berjangka milik penggugat, perbuatan tergugat sungguh 
merugikan penggugat dan nasabah lainnya dan menyalahi kesepakatan 
antara Penggugat dan tergugat terhadap apa yang telah di perjanjikan 
(wanprestasi). Sehingga dalam gugatannya, pihak penggugat memohon 
kepada Pengadilan Negeri Sinjai untuk : 
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 
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2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi 
3. Menghukum dan memerintahkan tergugat untuk 
menyerahkan/mengembalikan uang yang telah disetor sebagai 
sompanan berjangka kepada penggugat, sebesar Rp. 
65.000.000,00 seketika dan sekaligus 
4. Menghukum Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat 
sebesar Rp. 20.000.000,00 
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan 
dalam perkara, yaitu: 
a. Lapangan Futsal yang berada di Kel. Bulete, Kec. 
Pitumpanua, Kab. Wajo 
b. Tanah dan Bangunan KSP Dana Tama yang berada di Jl. 
Bulu Patukku No. 7 Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab . 
Sinjai. 
6. Menghukum tergugat, menyerahkan harta bendanya yang 
diletakkan sebagai sita jaminan tersebut apabila tidak dapat 
mengembalikan dan memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, 
untuk dijual lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. 
7. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti kuat sehingga 
dapat dilaksanakan serta merta, meskipun Tergugat melakukan 
verzet, banding maupun kasasi 
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8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya untuk membayar 
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 
9. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 
Rp.500.000.00 setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan 
kelak, terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum 
tetap. 
Pada proses penyelesaian perkara ini, gugatan penggugat yang 
dikabulkan oleh Hakim adalah sebagai berikut : 
1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak 
hadir; 
2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; 
3. Menyatakan tergugat cidera janji (wanprestasi); 
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk 
menyarahkan/mengembalikan uang yang disetor sebagai 
simpanan berjangka kepada penggugat, sebesar Rp. 
65.000.000,00 seketika dan sekaligus. 
5. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar 
Rp.345.000,00 
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. 
Berikut tabel yang memberikan gambaran mengenai proses 




Riwayat Perkara Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2016/PN Snj 
No Tanggal Tahapan Proses 
1 Selasa, 05 Jan. 2016 Pendaftaran Perkara Pendaftaran Perkara 
2 Rabu, 06 Jan. 2016 Penetapan 
Penetapan Majelis 
Hakim / Hakim 
3 Rabu, 06 Jan.2016 Penetapan 
Penunjukan Panitera 
Pengganti 
4 Rabu, 06 Jan. 2016 Penetapan Penunjukan Jurusita 
5 Rabu, 06 Jan. 2016 Penetapan 
Penetapan Hari sidang 
Pertama 
6 Jum’at, 15 Jan. 2016 Penetapan Sidang Pertama 
7 Selasa, 09 Feb. 2016 Putusan Putusan 
8 Jum’at, 11 Mar. 2016 Putusan 
Pemberitahuan 
Putusan 
9 Jum’at, 19 Feb. 2016 Putusan Minutasi 
10 Kamis, 18 Feb. 2016 Keberatan 
Pendaftaran 
Keberatan 
11 Senin, 22 Feb. 2016 Keberatan 
Penetapan Majelis 
Hukum Keberatan 
12 Senin, 22 Feb. 2016 Keberatan 
Penetapan Panitera 
Pengganti Keberatan 
13 Senin, 22 Feb. 2016 Keberatan 
Penetapan Jurusita 
Keberatan 
14 Selasa, 01 Mar. 2016 Keberatan Putusan Keberatan 
15 Selasa, 01 Mar. 2016 Keberatan 
Pemberitahuan 
Putusan keberatan 
16 Jum’at, 15 Apr. 2016 Eksekusi Permohonan Eksekusi 
 Sumber: sipp.pn-sinjai.go.id. 2016 
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Secara umum dapat dilihat bahwa proses penyelesaian perkara 
01/Pdt.G.S/2016/Pn Snj sudah sesuai dengan ketentuan dalam PERMA 
No. 2 Tahun 2015. Akan tetapi, jika diperhatikan pada poin Nomor 7 dan 
Nomor 8  dalam tabel diatas terdapat ketidaksesuaian terhadap hari 
putusan dijatuhkan dan hari pemberitahuan putusan pada para pihak dan  
berdasarkan Pasal 20 ayat (2) bahwa dalam hal para pihak tidak hadir, 
jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari 
setelah putusan diberitahukan. Dalam proses sidang pembacaan putusan  
pihak tergugat tidak hadir.  Kemudian dalam Pasal 22 Ayat (1) 
permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Jika ditelisik 
lebih jauh terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proses 
penyelesaian perkara. Seharusnya perkara gugatan sederhana 
diselesaikan dalam waktu 25 hari sejak hari sidang pertama. Proses 
pemberitahuan putusan tanggal 11 Maret 2016 termasuk dalam prosedur 
penyelesaian perkara gugatan sederhana maka penyelesaian perkara 
telah melebihi batas waktu yang ditentukan. Selain itu Pasal 22 ayat (1) 
juga membuka kemungkinan terjadinya tumpang tindih dengan Pasal 5 
ayat (3) yang menekankan bahwa penyelesaian gugatan sederhana 
paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. Lon L. Fuller 
mengemukakan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang 
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apabila tidak dipenuhi, maka hukum menjadi tidak efektif, kedelapan asas 
tersebut, yaitu44 : 
1. Generality (bersifat umum), yaitu : suatu sistem hukum terdiri dari 
peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat 
untuk hal-hal tertentu; 
2. Promulgation (diumumkan), yaitu : peraturan tersebut diumumkan 
kepada publik 
3. Nonretroactive (tidak berlaku surut), yaitu : tidak berlaku surut, 
karena akan merusak integritas sistem; 
4. Clarity (Jelas), yaitu : dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh 
umum; 
5. Noncontradictory (tidak mengandung kontradiksi), yaitu :tidak boleh 
ada peraturan yang saling bertentangan; 
6. Requiring only the possible in the way of conduct (membutuhkan 
hanya cara-cara yang dimungkinkan untuk dilakukan, bukan hal 
yang mustahil dilakukan), yaitu : tidak boleh menuntut suatu 
tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan; 
7. Constancy through time (konstan sepanjang waktu), yaitu :tidak 
boleh sering diubah-ubah; 
8. Congruence between official action and declared rule (kesesuaian 
antara tindakan pejabat resmi dengan aturan yang diumumkan), 
                                                          
44 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Teori Peradilan, (Jakarta : 
Kencana Prenada Media Group,2009) hlm 412. 
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yaitu : harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan 
sehari-hari 
Sesuai dengan uraian diatas mengenai delapan asas yang 
dimukakan oleh Fuller agar hukum menjadi efektif, maka dalam proses 
penyelesaian perkara ini terdapat ketidaksesuaian antara PERMA dan 
praktik yang terjadi dalam proses peradilan. 
Wawancara terhadap Hakim Tri Dharma Putra pada tanggal 14 
Juni 2017 yang merupakan hakim yang memutus terhadap dua perkara 
gugatan sederhana di PN Sinjai, Beliau mengemukakan bahwa : 
“suatu perkara dinyatakan telah selesai ketika telah jatuh putusan 
yang berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum terhadap 
putusan tersebut”. 45 
 
Jika melihat bahwa pada PERMA No. 2 Tahun 2015 Pasal 5 ayat 
(3) bahwa penyelesaian perkara tidak melebihi 25 hari sejak hari sidang 
pertama, karena melihat tanggal pemberitahuan perkara 11 Maret 2016 
terhadap para pihak sudah jelas bahwa ketentuan Pasal ini tidak tercapai 
dalam penyelesaian perkara. Dalam wawancara lebih lanjut terhadap 
Panitera Pengganti Menriati Tarro dalam perkara Nomor 
01/Pdt.G.S/2016/PN Sinjai, beliau mengemukakan bahwa: 
“pihak tergugat dalam perkara ini mengaku tidak mengetahui 
proses penyelesaian perkaranya dilakukan berdasarkan PERMA gugatan 
sederhana sehingga tidak menghadiri sidang hingga jatuh putusan tanggal 
9 Februari 2016”.46 
 
                                                          
45 Tri Dharma Putra, Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, 14 Juni 2017 
46 Menriati Tarro, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai , 15 Juni 2017 
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Kemudian dalam tabel 2 tertulis bahwa pendaftaran keberatan adalah 
tanggal 18 Februari 2016 sedangkan pemberitahuan putusan adalah 
tanggal 11 Maret 2016 dan diketahui bahwa pihak tergugat tidak hadir 
dalam pembacaan putusan. Tergugat berdalih tidak mengetahui bahwa 
dirinya digugat dalam perkara gugatan sederhana sehingga tergugat tidak 
mengetahui perkara telah berjalan dan putusan telah dibacakan tanpa 
kehadirannya.  
Dalam Wawancara terhadap Hakim Tri Dharma Putra yang 
merupakan hakim anggota pada penyelesaian perkara Nomor 
1/Pdt.G.S/2016/Pn Snj, pada hari yang sama  beliau mengemukakan: 
 “pihak tergugat masih ingin mengajukan keberatan walaupun telah 
lewat batas pengajuan karena pihak tergugat baru mengetahui bahwa 
pihaknta berperkara di PN Sinjai sehingga proses pendaftaran keberatan 
pun ‘disesuaikan’ mengingat bahwa upaya hukum putusan terhadap 
putusan gugatan sederhana hanya upaya keberatan dan sesudahnya 
tidak ada upaya yang bisa dilakukan terhadap putusan”.47 
 
 Pada proses pengajuan upaya keberatan pihak tergugat 
mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui bahwa perkaranya 
berjalan dan menggunakan ketentuan PERMA No. 2 Tahun 2015, 
Berdasarkan wawancara dengan Panitera Pengganti, Ibu Menriati Tarro 
mengemukakan bahwa: 
“pihak tergugat mengaku bahwa pihaknya tidak tahu bahwa 
penyelesaian gugatan sederhana hanya melakukan pemanggilan dua kali, 
pihak tergugat mengira bahwa penyelesaian perkaranya menggunakan 
ketentuan penyelesaian perkara perdata biasa yang proses pemanggilan 
pihak tergugat sampai tiga kali”48 
                                                          
47 Tri Dharma Putra, Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, 14 Juni 2017 
48 Menriati Tarro, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, 15 Juni 2017 
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Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang di Pengadilan Sinjai 
pada umumnya telah memudahkan para pihak untuk mendapatkan 
kepastian hukum. Mengingat bahwa salah satu syarat untuk gugatan 
sederhana adalah para pihak berada dalam wilayah hukum yang sama. 
Berdasarkan wawancara pada hari yang sama terhadap Panitera 
Pengganti, Ibu Menriati Tarro mengemukakan bahwa:  
“Pihak Pengadilan telah secara langsung melakukan pemanggilan 
terhadap pihak tergugat, terlepas dari pengakuan pihak tergugat bahwa 




Dalam putusan pertama perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2016/Pn Snj 
dijelaskan bahwa pihak penggugat telah mengajukan dan menyerahkan 
permohonan sita jaminan. Tetapi dalam posita putusan dijelaskan bahwa 
permohonan tersebut merupakan upaya kekhawatiran dari pihak 
penggugat adanya tindakan tergugat untuk mengalihkan objek. Terhadap 
dalil dalam petitum penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa 
sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat terhadap obyek berupa 
tanah dan bangunan kantor Koperasi Danatama tersebut tidak cukup 
alasan hukum oleh karena status obyek tersebut merupakan sepenuhnya 
hak milik tergugat tanpa adanya kaitan kepemilikan dari pihak lain dengan 
hanya didasarkan kepada keterangan saksi. Menurut Kasmiati bahwa 
bangunan tersebut pada saat renovasi menggunakan dana koperasi 
sebesar Rp.200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengakuan 
                                                          
49 Menriati Tarro, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai, 15 Juni 2017 
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penggugat, maka terhadap petitum ini tidak dapat diterima dan harus 
dinyatakan ditolak. 
Saat ini perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2016/PN Sinjai telah sampai 
pada tahap permohonan eksekusi sita jaminan. Akan tetapi dalam proses 
ini tahap  permohonan eksekusi terhambat karena permohonan sita 
terhadap benda yang dimiliki tergugat tidak berada dalam wilayah hukum 
Pengadilan Negeri Sinjai. Hal ini juga disebabkan oleh penggugat yang 
ternyata memiliki domisili lain dari alamat tergugat yang berada dalam 
wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai. Hal ini dikemukakan oleh Hakim 
Tri Dharma Putra : 
“eksekusinya mandek, karena memang betul pihak penggugat bisa 
membuktikan asset dari koperasi tersebut, cuma masalahnya asset itu 
berada di wajo, masih koperasi yang sama, cuma diganti namanya sedikit. 
Pihak tergugat itu memiliki dua asset, ada di wajo dan ada di bone, tapi 
yang ada di bone itu atas nama istrinya”.50 
 
Kemudian berdasarkan wawancara dengan Panitera bagian 
perdata Andi Eril Parlan mengemukakan bahwa :  
“si tergugat ini membawa asetnya ke sengkang, jadi tidak bisa di 
eksekusi. Walaupun juga rumah atau asetnya koperasi disita, tidak cukup 
untuk menutupi dana yang harus tergugat kembalikan, karena masih 
banyak orang lain yang menggugat.”51 
 
Perkara Nomor 02/Pdt.G.S/2016 pihak penggugat yaitu Mansur 
menggugat Rustan Roslan alias Gonrong melakukan wanprestasi. Dalam 
perjanjian antara kedua belah pihak, pihak tergugat menyewa perahu 
motor penggugat untuk dipergunakan mengangkut ikan dengan perjanjian 
                                                          
50 Tri Dharma Putra, Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, 14 Juni 2017 
51 Andi Eril Parlan, Panitera bagian Perdata, 15 Juni 2017 
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bahwa setiap satu kali permuatan (dengan istilah satu ret) pihak tergugat  
berkewajiban sesuai dengan perjanjian, memberikan uang kepada 
Penggugat sebesar Rp.2.500.000,-/Ret. Pihak Tergugat telah beberapa 
kali menyetor uang kepada Penggugat sebagaimana disepakati, antara 
lain pada bulan Januari 2016 sebesar Rp.2.500.000,00 kemudian pada 
bulan Februari sebesar Rp. 5.000.000,00 kemudian pada bulan Maret 
2016 sebesar Rp.4.000.000,00. Selain itu diperjanjikan pula bahwa 
tergugat atau pekerja dari tergugat yang mengoperasikan perahu motor 
milik penggugat hanya boleh mengangkut ikan yang yang 
ditangkap/diperoleh secara legal. Ternyata tergugat dalam hal ini pekerja 
tergugat telah melanggar perjanjian dengan menggunakan perahu motor 
pihak penggugat mengangkut ikan yang ditangkap/diperoleh  secara 
illegal, akibatnya perahu motor milik penggugat disita dan dijadikan 
barang bukti oleh pihak berwenang di kabupaten selayar. Perahu motor 
yang menjadi objek perjanjian telah ditahan/ disita oleh pihak berwajib 
sehingga menyebabkan penggugat mengalami kerugian. Perahu motor 
yang menjadi objek perjanjian, semakin lama ditahan dan dijadikan 
sebagai barang bukti akan mengalami kerusakan karena tidak ada orang 
yang menjaga dan merawatnya sehingga perahu motor tersebut tidak 
dapat dipergunakan lagi. Kondisi perahu Motor tersebut ketika tergugat 
menggunakannya bernilai Rp. 120.000.000,- . Kemudian hasil dari perahu 
motor milik penggugat sesuai dengan surat perjanjian tanggal 27 Februari 
2016, yaitu bahwa setiap ret, penggugat mendapatkan Rp.2.500.000,- dan 
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jika dihitung sejak perjanjian ditandatangani maka kesepakatan tersebut 
telah berjalan 5 bulan dengan hitungan terendah dari 5 bulan sama 
dengan 10 kali pengangkutan/ret, sehingga dapat ditaksir bahwa 
keuntungan penggugat Rp 25.000.000,- tetapi penggugat baru menerima 
Rp.11.500.000,- . Jika dihitung dengan kerugian terhadap keadaan perahu 
motor penggugat, maka total kerugian mencapai Rp.133.500.000,-. 
Berikut merupakan tabel riwayat perkara Nomor 02/Pdt.G.S/2016/Pn Snj: 
Tabel 2 
Riwayat perkara Nomor 02/Pdt.G.S/2016/Pn Snj 
Sumber: sipp.pn-sinjai.go.id. 2016 
No Tanggal Tahapan Proses 
1 Senin, 18 Jul. 2016 Pendaftaran Perkara Pendaftaran Perkara 
2 
Senin, 18 Jul. 2016 Penetapan 
Penetapan Majelis 
Hakim / Hakim 
3 
Senin, 18 Jul. 2016 Penetapan 
Penunjukan Panitera 
Pengganti 
4 Senin, 18 Jul. 2016 Penetapan Penunjukan Jurusita 
5 
Senin, 18 Jul. 2016 Penetapan 
Penetapan Hari sidang 
Pertama 
6 Senin, 25 Jul. 2016 Penetapan Sidang Pertama 
7 Selasa, 02 Agu. 2016 Persidangan Persidangan 
8 Selasa, 02 Agu.2016 Putusan Putusan 
9 
Selasa, 02 Agu.2016 Putusan 
Pemberitahuan 
Putusan 
10 Senin, 08 Agu. 2016 Putusan  Minutasi 
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Dalam perkara Nomor 02/Pdt.G.S/2016/PN Sinjai  yang berakhir 
damai, para pihak yaitu penggugat maupun tergugat menghadiri 
keseluruhan proses penyelesaian perkara. Berdasarkan wawancara 
terhadap Hakim Tri Dharma Putra, beliau mengemukakan dalam 
pesidangan: 
“ pada awalnya pihak penggugat ingin menggunakan kuasa hukum, 
akan tetapi dalam proses persidangan saya meminta agar principal (para 
pihak yang berperkara) agar datang menghadap sendiri dalam 
persidangan tanpa kuasa hukum”.  
 
Lebih lanjut Tri Dharma Putra menjelaskan bahwa pada awal 
persidangan para pihak tidak ingin melakukan upaya mediasi. Tetapi, 
seiring berjalannya perkara maka pada sidang lanjutan yang kedua 
tanggal 1 Agustus 2016 pihak penggugat mengemukakan bahwa kedua 
belah pihak akan mengadakan persetujuan damai namun persetujuan 
damai tersebut belum selesai dibuat, sehingga penggugat memohon 
sidang ditunda. Tanggal 2 Agustus 2016 adalah sidang persetujuan damai 
antara pihak penggugat dan tergugat. Dalam penyelesaian perkara ini 
biaya persidangan dibayar oleh kedua belah pihak.52  
 
B. Kendala dalam penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 di 
Pengadilan Negeri Sinjai 
PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan 
sederhana  merupakan peraturan yang dibuat dengan tujuan untuk 
                                                          
52 Berita Acara Persindangan Perkara no. 2/Pdt.G.S/2016/PN Snj 
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meangakomodasi kebutuhan pencari keadilan yang memiliki masalah 
sengketa dengan nilai material kurang dari Rp.200.000.000,00 dengan 
penyelesaian secara sederhana, cepat dan biaya ringan. 
  Pasal 5 ayat (3) menuliskan bahwa penyelesaian perkara 
sederhana tidak melebihi 25 hari sejak hari sidang pertama. Akan tetapi , 
dalam praktiknya tidak semua perkara dapat diselesaikan dalam durasi 
yang sudah tertulis dalam peraturan. Salah satu hal yang yang membuat 
lambatnya proses penyelesaian adalah durasi waktu yang dibutuhkan 
untuk memanggil para pihak berperkara, dalam kurun waktu 25 hari tidak 
mencukupi waktu yang dibutuhkan oleh pengadilan untuk memastikan 
bagi para pihak yang berperkara agar hadir dalam sidang penyelesaian 
perkaranya. Proses penyelesaian perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2016/PN 
Sinjai memiliki hambatan dalam proses penyelesaiannya disebabkan 
karena pihak tergugat juga memiliki domisili lain, yaitu di wilayah hukum 
Wajo, sehingga akhirnya Tergugat mengaku tidak mengetahui bahwa 
pihaknya telah dituntut dengan gugatan sederhana dan perkara tersebut 
terus berjalan bahkan tanpa dihadiri olehnya. 
 Pada penyelesaian perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2016/PN Snj  
proses pemanggilan terhadap pihak tergugat telah dilakukan dua kali pada 
tanggal 11 Januari 2016 dan pada tanggal 18 Januari 2016, tetapi pihak 
tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya hadir sehingga 
pada tanggal 9 Februari 2016 putusan perkara ini dibacakan tanpa 
kehadiran tergugat. Hal ini tentu menjadi kendala bagi pihak pengadilan 
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karena penyelesaian gugatan sederhana pihak tergugat dan penggugat 
wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa 
didampingi kuasa hukum sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) PERMA No.2 
Tahun 2015.  
 Selain itu, perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2016/PN Snj sesunggunhya 
belum selesai. Dalam tabel 2 dapat dilihat proses penyelesaian perkara ini 
berada dalam tahap permohonan eksekusi. Proses Eksekusi putusan ini 
mengalami kendala karena pihak tergugat berdomisili di wilayah hukum 
berbeda. Selain itu karena pada proses awal penyelesaian perkara tidak 
dilakukan sita jaminan terhadap properti Koperasi Dana Tama, sehingga 
memungkinkan pihak tergugat untuk memindahkan harta benda Koperasi 
ke domisili lain, sehingga mengakibatkan proses eksekusi belum bisa 
dilaksanakan dan harta benda yang tersisa apabila dieksekusi untuk 
membayar simpanan pokok pihak penggugat tidak mencukupi jumlah 














Dari pembahasan dan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa : 
1. Pelaksanaan PERMA No.2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Sinjai 
secara teori telah memenuhi ketentuan dalam PERMA itu sendiri, 
tetapi dalam prakteknya terdapat beberapa ketidaksesuaian.  Pada 
perkara Nomor 01/Pdt.G.S./2016/PN Sinjai, penyelesaian perkara 
ini tidak memenuhi ketentuan dalam PERMA No. 2 Tahun 2015. 
Waktu yang diberikan oleh PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk 
memberikan pemberitahuan putusan kepada para pihak adalah 2 
(dua) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan 
putusan, seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1). 
Dalam perkara Nomor 01/Pdt.G./2016/PN Sinjai, hal ini membuka 
kemungkinan terjadinya tumpang tindih dengan Pasal 5 ayat (3) 
yang menekankan bahwa penyelesaian gugatan sederhana paling 
lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Seperti 
yang terjadi dalam perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2016/PN Snj, bahwa 
pihak tergugat mengajukan keberatan lewat dari waktu yang 
tentukan karena pemberitahuan putusan yang juga lewat dari waktu 
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yang ditentukan. Proses penyelesaian perkara Nomor 
02/Pdt.G.S/2016/PN Snj telah memenuhi syarat dan ketentuan 
yang dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 
Tahun 2015. Perkara Nomor 02/Pdt.G.S/2016/PN Snj berakhir 
dengan persetujuan damai antara pihak tergugat dan penggugat 
dan proses penyelesaian perkara pun selesai dalam kurun waktu 
25 hari sejak hari sidang pertama. 
2. Kendala dalam penyelesaian perkara adalah waktu yang diizinkan 
dalam penyelesaian perkara yang singkat terutama untuk 
pelaksanaan sidang pertama tidak diakomodasi oleh pihak tergugat 
yang tidak hadir dan alasan mengapa pihak tergugat tidak dapat 
hadir adalah karena tergugat memiliki domisili di wilayah hukum 
lain. Hal ini akan berdampak pada proses penyelesaian perkara. 
Karena dalam Pasal 4 ayat (4) ditekankan bahwa penggugat dan 
tergugat wajib secara langsung setiap persidangan dengan atau 
tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Pada saat sidang pembacaan 
putusan pertama dan sidang pembacaan putusan keberaratan 
tergugat tidak hadir, bagi pihak penggugat ketidakhadiran pihak 
tergugat dapat memberikan gambaran bahwa tentunya proses 
eksekusi putusan akan menemui hambatan. Selain itu, pihak 
tergugat dalam perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2016/PN Snj 
mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui perkaranya 
diselesaikan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana. 
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Pihak tergugat juga mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui 
bahwa penyelesaian perkara menggunakan tata cara penyelesaian 
yang sederhana memiliki batas waktu sehingga apabila dirinya 
tidak hadir, hakim dapat memutuskan untuk melanjutkan 
penyelesaian perkara tanpa kehadiran pihaknya. Dalam perkara 
Nomor 01/Pdt.G.S/2016/PN Snj saat ini masih berada dalam tahap 
pemohonan eksekusi. Pihak tergugat belum melaksanakan putusan 
hakim untuk mengembalikan  uang penggugat sebesar 
Rp.65.000.000,00 karena pada selama proses persidangan perkara 
ini,  terhadap harta benda pihak tergugat tidak dilakukan sita 
jaminan sehingga proses eksekusi putusan terhambat. Perkara 
Nomor 02/Pdt.G.S/2016/PN Snj dalam proses penyelesaiannya 
tidak memiliki kendala berarti yang dapat menghambat proses 
penyelesaian perkara, karena kedua pihak baik penggugat dan 
tergugat menghadiri secara langsung proses persidangan dan 
mendengarkan secara saksama penjelasan Hakim dan Panitera 
dalam menerangkan proses penyelesaian perkara secara 
sederhana. 
B. SARAN 
Dari uraian kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan saran 
sebagai solusi untuk permasalahan yang di temukan: 
1. Dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Sinjai, pihak tergugat 
berdalih bahwa pihaknya tidak tahu dirinya digugat, dan juga tidak 
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tahu bahwa proses penyelesaian perkara gugatan sederhana harus 
diselesaikan dalam waktu 25 hari sejak hari sidang pertama. 
Ketidaktahuan pihak tergugat menyebabkan proses penyelesaian 
perkara melebihi batas waktu yang ditetapkan, sehingga perlu 
diadakan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang proses 
penyelesaian gugatan sederhana dan perbedaannya terhadap 
gugatan perkara perdata biasa. 
2. Dalam perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2016/PN Snj dan penyebab 
perkara sampai saat ini masih belum selesai dan terhambat di 
permohonan eksekusi adalah karena tidak diberlakukannya sita 
jaminan terhadap pihak tergugat, sehingga menurut penulis dalam 
perkara wanprestasi yang diselesaikan secara sederhana masih 
perlu memberlakukan sita jaminan, sehingga dapat mempermudah 
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